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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA MASA RESES OLEH ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

PAPUA BARAT SISA MASA JABATAN 2019-2024 PASCA PEMEKARAN 

WILAYAH DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang  :   a.  bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah pasca pemekaran Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Pusat melakukan 

pembinaan dan fasilitasi sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi 
Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; 

b.  bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah 
efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat tetap menjaring 
aspirasi masyarakat pada masa reses sampai dengan 

berakhirnya masa jabatan tahun 2024 di daerah 
pemilihannya pada pemilihan umum tahun 2019 yang 
setelah pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat menjadi cakupan wilayah daerah otonom baru; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 
2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua 

dan Provinsi Papua Barat; 
 

Mengingat  :   1.    Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 202l Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804); 
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6805);  
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6831); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1433); 

 

MUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA MASA RESES 
OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT SISA MASA 
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JABATAN 2019-2024 PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI 
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya 
disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah 
provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya 

disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah 

provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua 

Barat. 
 

Pasal 2 

(1) Anggota DPRP dan anggota DPRPB memberikan 
pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 

pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses. 
(2) Anggota DPRP dan anggota DPRPB berkewajiban untuk 

melakukan penjaringan aspirasi masyarakat pada masa 

reses. 
(3) Penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan untuk menyerap dan 

menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 
pada pemilihan umum tahun 2019 yang setelah 

pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 
menjadi cakupan wilayah provinsi daerah otonom baru. 

(4) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada DPRP dan DPRPB untuk selanjutnya diteruskan 

kepada penjabat gubernur provinsi daerah otonom baru.  
 

Pasal 3 

Hak keuangan bagi anggota DPRP dan anggota DPRPB dalam 
penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi anggota DPRP dan 
anggota DPRPB yang diangkat.  

 
Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan dan tidak berlaku bersamaan dengan 
berakhirnya keanggotaan DPRP dan DPRPB periode tahun 

2019-2024.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 April 2023 
 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 
 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 April 2023 
 

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
  ttd. 

 
ASEP N. MULYANA 

 

 

 


